PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

(RENSTRADA - PB)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2008-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

bahwa wilayah Kabupaten Serang yang secara geografis dapat
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor
alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga perlu
dilakukan upaya antisipasi secara terencana, terkoordinasi dan
terpadu.

. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu

mengatur Rencana Strategis Daerah Penanggulangan Bencana
(RENSTRADA - PB) Tahun 2008-2012 dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan.
Lembaran Negara Nomor 3273);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5.Undang-undang...........
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang
Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana ;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 705).

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 721)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS

DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA (RENSTRADA - PB)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2008-2012.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah
badan yang membantu bupati untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan
penanggulangan bencana daerah.

Rencana Strategis Daerah Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut
RENSTRADA - PB adalah rencana strategis untuk menentukan strategi dan arah
kebijakan selama lima tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta visi
dan misi yang merupakan konsensus dan komitmen bersama seluruh lapisan
masyarakat.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian perisiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.
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Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana (pra bencana) adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman
bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan tefjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pasca bencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan
bencana.
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Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak
buruk bencana.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Korban  bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

Pemerintah  Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan
terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili
Persetikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing
non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RENSTRADA - PB Tahun 2008-2012 untuk menyusun strategi dan arah kebijakan
secara terinci dan terukur.

Pasal 3
Tujuan RENSTRADA - PB Tahun 2008-2012 sebagai berikut :

1. Menyusun visi, misi dan sasaran yang telah disepakati bersama oleh segenap pihak
terkait dan memberikan landasan yang konsisten bagi RENSTRADA - PB di Kabupaten
Serang ;

2. Mengidentifikasi sasaran dan indikator kinerja (performance indicators) sehingga tingkat
keberhasilan bisa diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja keluaran (output)
dan indikator kinerja hasil (outcome) ;

3. Menyusun standar operasional penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis dan
terpadu.

BABIII

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rencana Strategis Daerah Penanggulangan Bencana
Pasal 4

RENSTRADA - PB Tahun 2008 - 2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program
pembangunan yang telah diprioritaskan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5
RENSTRADA- PB sebagaimana dimaksud Pasal 4, sistematikanya disusun sebagai berikut :
BABI : PENDAHULUAN
BABII : STATUS DAN ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA
BABIII : STRATEGIS MITIGASI BENCANA HASIL RENSTRA
BABIV : RENCANA AKSI DAERAH
BABV : PENUTUP
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Pasal 6

Sistematika penyusunan RENSTRADA PB sebagaimana dimaksud Pasal 5, tercantum
dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pendanaan Penanggulangan Bencana
Pasal 7

Pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari :
- Pemerintah Pusat

- Pemerintah Provinsi

- Pemerintah Kabupaten.

- Bantuan sah lainnya yang tidak mengikat

BABIV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk BPBD.
(2) BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur :
a. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

(3) BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Pejabat dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur dan tata kerja
BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Keanggotaan BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkandi Serang
a tanggal 8 April 2008




